BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 6 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 83 TAHUN 2016
TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PERIZINAN DAN NON
PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

Menimbang :

Mengingat

T

TERPADU SATU PINTU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI SUMBAWA

. bahwa untuk menjamin Kkelancaran dalam memberikan

pelayanan perizinan dan non perizinan yang cepat, efektif,
efisien dan tepat waktu, perlu diatur pensubdelegasian
penerbitan, penandatanganan dan pemungutan retribusi izin
dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Sumbawa kepada pejabat struktural 1
(satu) tingkat dibawahnya;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupat: tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 83 Tahun
2016 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang
Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah
Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958
Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1635);

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Slpll

Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

- Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587 ) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;V '
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4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa
Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Sumbawa Nomor 641);

7. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 70 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten
Sumbawa Tahun 2016 Nomor 70); '

8. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 83 Tahun 2016 tentang
Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan
Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten
Sumbawa Tahun 2016 Nomor 83);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI SUMBAWA NOMOR 83 TAHUN 2016 TENTANG
PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PERIZINAN DAN NON
PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUMBAWA.

PASAL 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 83 Tahun 2016
tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2016 Nomor 83), diubah
sebagai berikut : -

Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 3 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (1a) dan
ayat {1b) sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

(1) Pelimpahan sebagian kewenangan perizinan dan non perizinan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1, meliputi penerbitan, penandatanganan dan
pemungutan retribusi izin.

(1a) Apabila Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sumbawa berhalangan yang mengakibatkan tidak dapat
menerbitkan, menandatangani dan pemungutan retribusi izin dan
menandatangani non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
mensubdelegasikan kepada Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa.

(1b) Pensubdelegasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) dituangkan dalam
bentuk surat kuasa yang memuat jenis-jenis perizinan dan non perizinan
yang didelegasikan



(2) Pemungutan retribusi izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai
dengan perundang-undangan.

(3) Bagi izin usaha dengan nilai investasi di atas Rp. 1.000.000.000- (satu
milyar rupiah), sebelum izin diterbitkan terlebih dahulu harus mendapat
persetujuan Bupati Sumbawa.

Pasal Il
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal g pepruari 2017

s( . BUPATI SUMBAWA, ¥

4\, M. HUSNI DJIBRIL

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal g pebruari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,

/‘«%

RASYIDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2016 NOMOR 6



